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separatisme adalah bentuk nyata

atas kegagalan intelijen, membuat
kitaharus berpikir _éi)'é.k_ﬁ;l_h hal
benar, apakah memang secara ke- -
seluruhan adalah kesalahan ‘in-"

telijen. Kita tidak lupa bagaima-
na reaksi masyarakatr dan media
massa yang mempertanyakan di
manakah intelijen kita selama ini,

sehingga peledakan bom terjadi.
Selanjutnyz yang baru saja terja-
di ketika dalam suatu acara Hari

f'"::'ir'an_'gi(:a't:E dari berbagai o
a ‘dingan masyarakat bahwa
& segala aksi terorisme dan

Keluérga'NéSi_onal, tiba-tiba di tengah per#:
tunjukan tarian di hadapan Presiden, tiba-
tiba muncul adegan yang luar biasa me-
ngagetkan, karena penari membawa ben-
dera RMS. Sebetulnya hal itu harus di-
pandang sebagal tamparan yang sangat
menyakitka_ﬁ ‘bagi intelijen, bagi institu-

si yang bertanggung jawab terhadap peng-
~amanan Presiden dan seluruh warga yang

hadir di situ. Masih untung hanya me-
ngibarkan bendera, bagaimana kalau yang
dibawa s'erijafa bahkan bom misalnya,
tidak terbayangkan. ' '

Alksi terorisme adalah sebuah beantuk tin-




o ke)ahazan mternaszo,_

dikutuk oleh semua. Warga duma,._
' tidek terkecuali Indiones;a Aksi ter-

sebut bukanlah suam kqahatan ang
__"._'mudah d1ata51 tetapi keja_hatan : _'ni:':::"‘
_ _"-:-sangat suht karena hampzr selalu ada
o jarmgan y’ang antamegara, menggu-"

* . nakan alar-alat yang canggih ada pen-
' danaan yang berkelanjutan, serta pada
urnumnya mempunyai sumber daya
yang sangat solid yang didasari oleh
tujuan tertentu. Atas berbagai aksi
teroris yang berkali-kali meledakkan
bom di negara ini dan juga mema-
kan korban jiwa yang banyak serta
kerugian yang begitu besar, juga ber-
bagai aksi separatisme yang mengan-
cam keberadaan dan keutuhan NKRI
maka. sudah scharusnya dilakukan

evaiuas1 di manakah kesalahan yang

dliakukan Inteh}en

Sa_;_ag_a_t_ wajar bila tudingan_ masyara-
kat terutama terhadap aksi teroris
yang terjadi diarahkan kepada inteli-
jen, karena pada umumnya (hampir
di seluruh dunia) terhadap kejahatan
yang sulit diungkap ini adalah tugas
intelijen baik intelijen negara mau-
pun tentara, bukan polisi. Selain itu
karena setiap negara hampir pasi
memiliki berbagai intelijen, maka
muncul lagi pertanyaan intelijen ma-
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kai apakah mteh}cn suatu negara tcr-'{'_'-_
“sebut sudah sesuai dengan kebuguh--.
an negara, baik daiam kondisi kini -
maupun yang akan datang.! Selan-

jutnya juga bagaimana kriteria per
formance intelijen terbeut, apakah
sudah memenuhi stdndar internasio-
nal baik tentang kinerja, kelembaga-
annya (termasuk upaya restrukruri-
sasi dan revitalisasi) maupun “tam-
pilan” agennya (meski tetap dalam
artian terselubung), dalam hal ini
sangat tergantung pada bagaimana
cara perekrutannya. Untuk mempu-
nyai dan memperbaiki kinerja inte-
lijen, sangat dibutuhkan suatu pra-

1 AC Manulang,.Terorisme, Béhauptung.

ohne Beweis (dagaan Tanpa Bukti, Ja-

karta: Mannazaitun, cet. Kedua, 2006,
hal.308. Sebagai ilmu intelijen merupa-
kan informasi yang yang ditafsirkan da-
lam kerangka past, present dan future.
Dalam pandangan analisis intelijen -
dak peristiwa yang terjadi secara dadak-
an, karena peristiwa kemarin terkait de-
ngan hari ini, dan hari ini terkait dengan
hari peristiwa esok. Dalam suatu peristi-
wa selalu ada rangkaian dengan terlebih
dahule membuat scenario.




' :JU@AL.

_nata pcrundang-—undangan yang me;_:'
_ madai de:rm terr:lptanya keamanan dan
S 'utuhny 'NKRI yang mengatur mc-'_'

. pa mengaturt tentang sisi. opcrasmnal
(sesuai dcngan sifat 1nteh]en yang -

melakukan undercover ‘operational).

B. Pcngertian Intelijen

Secara umum intelijen telah banyak
diketahui, namun kesan tentang in-
telijen:sangat beragam, tergantung
pada pengalaman, pengetahuan dan
pendidikan yang melatarbelakanginya.
Terkadang ada beberapa pihak yang
memandang ‘sebelah mata terhadap
pekerjaan intelijen karena memiliki
pengalaman yang kurang menyenang-
lcan kerika berhadapan dengan orang
yang bertugas di intelijen. Atau
mungkin pula selama ini hasil inteli-
jen tidak berarti apa-apa bagi diri-
nya atau lembaga. Namun sebaliknya
ada yang kagum dan menyenangi
intelijen karena pengalamannya per-
nah mendapatkan manfaat bagi diri-
nya dan lembaganya dari intelijen.?
Atau bahkan tidak ada pemahaman

- :'_-perkrutannya dan lam-ialn tetap1 tan—.:_ )
“hami. sebagm pmduk yang dihasilkan

_dan usaha pengumpuian, penilalan,"-
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'yamg cukup memadaz karena mung—-'__' - __
kin dlanggap bukan bldangnya, pe=
* mahaman tentang mtehjen hanyala.b"".-'-f*: '
":sebatas Lalau terjad1 terorisme: atau"'_g'.:__'-'_'

N separansm adalah kesalahan 1ntchjen :

.:."..-.Padahal mteh}en sebagsu dmu penge— - '
tahuan, dalam halini- mteh}en dlpam"-_ -

i -p:e_gganal;_sysan,_pcngmtegraman serta

penafsiran rerhadap semua informasi. -
Selain itu intelijen jugé dianggap se-
bagai seni, maka sebagai ilmu dan seni
intelijen, wajar saja sebetulnya setiap
orang atau lembaga bisa mempelajar-
i, dan bukan monopoli militer, insan
intelijen atau lembaga-lembaga nega-
ra yang ditugaskan untuk it 3.
Dalam definisi lain dinyatakan bah-
wa intelijen adalah sebuah fungsi yang
berjalan dalam “kegelapan”. Berbeda
dengan fungsi negara atau pemerin-
tah lain yang bekerja “di permuka-
an”, inte'lijcn secara alamiah adalah
fungsi yang penuh misteri, ditandai

2 Wahyu Saronto. Dkk, Intelijen: Teori,
Aplikasi dan Modernisasi, PT. Ekalaya
Saputra, Jakarta, 2004, hal.8

3 Riyanto, Intelijen Versus Terorisme di
Indonesia, Jakarta: PT Gunung Agung
TBK,2004, hal.12.
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' -has;;a diaiam Leseiuruhan m@tﬁde,

anggora, prinsip kcrja dan sumber in-
: 'formasg Lebih dari; n:u, produk in-

tehjen pun bersifac rahasia dan ter-

----_---iutup yang mcnyebabkan pubhk ti-
dake akan pemah memiliki- pengeta-

: -'-3.'-_huzm atasnya Tidak mengherankan,.
o jika scjumlah literatizr mengargmnen-'_

tasikan bahwa. pubhk yang terinfor-
masi, _merupakaq prasyarat yang -di-
periukan bagi berlangsungnya fungsi
pengawasan, oleh masyarakat secara
luas.® Kemudian juga ada menyata-
kan bahwa intelijen negara adalah
sebuah lembaga yang menjadi mata
dan telinga negara untuk mengaman-
kan kepentingan nasional dan harus
mampu menjalankan empat fungsi
utamanya, yaitu fo anticipate, o de-
vect, to. identify dan 1o forewarn.
Menurut Allen Dulles (mantan direk-

4. Law on the Intelligence and Security Agency
_ of Bosma and_Herzegovina, 2004, Pasal
27

5 Ha:ry Budiman, Cegah Tangkal dalam
Rangka Terbinanya Ketentraman dan
Ketertiban Umum, dimuat dalam Jurnal
Intelijen & Kontra Intelijen hal 33,
vol.IL,No.8. Center for The Study of In-
telligence and Counter Intelligence, Ja-
karta: Oktober 2005., hal. 36. Lihat juga
Muhammad Yamin dan Sebastian Ma-
tengkar : Intelijen Indonesia Towards Pro-
fessional Intelligence,.Gadjah Mada

'_ oich mfamya ymg tertutup dan ra- tur CIA}, mtehjen dcicdah bf:rkaitan
| iangsunc dengan scgala sesuatu yang:f-j -
harus. dikctahm sespgera mungkm_:
untuk menunjang setiap inisfatif tin- -
dakan.® Sedangkan menurut Larry
'_Kahaner intelijen kompeutzf adalah
-program-sistemarik untuk mengum-
_pulkan dan menganahsis informasi *
tentang kegiata_n para pesaing dan ke~
cenderungan bisais ‘umum untuk-

mewujudkan tujuan perusahaan anda
sendiri.”

C. Fungsi dan Peran Intelijen

Pada dasarnya fungsi intelijen mene-
rapkan 4 fungsi pokok intelijen yai-
tu pengumpulan, analisa, kegiatan
terselubung dan contra intelijen se-
bagai berikur®
pengumpulan, sebagai salah sam fung-

University Press, 2006. hal. 32 . Inteli-
jen nasional adalah produk integrasi dari
pengembangan intelijen oleh seluruh de-
partemen pemerintahan yang melindungi
secara luas aspek-aspek dari kebijakan dan
keamanan nasional

6 Allan Dulles, The Crafi of Intelligence,
New York: Signet Book, 1965, hal 10

7 Larry Kahaner, Intelijen Kompetitif, PT.
Prenhallindo, jakarta, 1998, hal 2-3

8 Diambil dari berbagai sumber.

: .Pertama, tentang




ngumpulan 1nforma31 yang. berasal
dari luar negeri, intelijen Indonesia
harus menyikapl trend perkembang-
an duma stalnya seperti yang di-
lakukan Amenka (National Intellzgmce
Cozmczl/ NIC) yang. telah melansir
Mappzng the geneml gloétzl ﬁ;ture,
selain: hal ini untuk memberikan gam-
baran secara Umum rantangan yang
akan d;hadapi juga untuk pijakan
antisiapatif Amerika dalam rangka
mewujudkan peta masa depan dunia

yang dikehendaki Amerika®

Terlepas baik arau tidak baik sikap
Amerika bagi komunitas dunia, te-
tapi memang itulah yang harus di-
bangun. Intelijen suatu negara harus
difungsikan sebagai early warning
systeml dengan mengakiifkan intelijen

9 A.C. Manulang, op.cit. hal.303.

| _ | 'diperoleh dan pengumpulan secara': .'
ngan 31fat 1ntehjen Dalam hai pe—

dalam konteks komumtas mtchjen_

'nasmnal sehmgga mampu men}adi_'_' -
. :'mdra bagl ne a__ra_dalam pengcmbang..’.

tercutup. Selaln Itu yang pahng pen-

ting adalah bahwa pengumpulan in-
formaSI harus sc;alan clengan keblja_k-

an, dan strategi nasional dalam rang-

ka rnencapai kepentmgan nasional,
balk dalam bldang politik ¢ ekonoml
maupun keamanan nasional. Artinya
bahﬁa_:i_n_fo:mas_i yang diperoleh se-
c;i_ra tertutup memang sangat penting
tetapi kadahgkala untuk lebih mena-
Jamkan dalam analisis diperlukan
suatu informasi tambahan yang dila-
kukan secara terbuka. Bagaimana pun
juga fakta dan anggapan bahwa siapa
yang menguasai informasi secara ce-
pat dan akurat maka dialah yang
menentukan dan menguasal situasi,
hal ini rampak jelas ketika Indonesia
“seolah-olah” didekte oleh Intelijen
asing baik itu Amerika atau bahkan
Australia. Suka atau tidak suka, te-
tap saja kita tidak bisa mengabaikan
begitu saja atas pernyataan asing ten-
tang pola dan ancaman rteroris yang




e "jumm"cs&cx:v;;;.fﬁig’ui,f:aéumjs'_;a.-ooy-N;).a‘g

- kemungkman akan melakukan aksi-

B nya di Indonesia. ‘Misal’ beberapa_

waktu yang ¥alu Austraha menyam-
pa;kan early wczmmg yang dikaitkan
kcpada iarangan warga ‘negaranya
_ untuk mengunjungi Indonesia (tmrvel
" Zwammg) karena dzduga akan terja-

" di‘aksi teroris di fndonesza Bisa saja

kita ‘menilai bahwa hal itu untuk
memicu keresahan di Indonesxa, te-
tapi tidak ada ‘salahnya sama sekali
apablla alasan tersebut dxtu}ukan bagi
perlmdungan Warga negaranya. Bah-
kan 'semestinya begitulah 31kap pe—
merintahan selalu Waspada dan per-
hatian terhadap ancaman yang mung-
km mengarah kepada keselamatan
Warga negaranya. Apalagl bag1 Indo-
nesia 2, yang Walaupun enggan, harus
serta akuratnya hasil intelijen negara
seperti Amerika, Inggris dan Austra-
lia atas kmer)a mtchjennya

Sekali lagi keunggulan mereka kare-
na didukung profesionalitas dan dana
yang sangat besar serta pendekatan
rekruten yang begitu rapi dan tertu-
tup/exclusive. Selanjurnya penting
pula dibuat suatu aturan/stdndar re-
krutmen atas insan intelijen dalam
suaiu acuan penggalangan, di mana
dalam rangka ini tentulah pola re-
krutmen tidak bisa disamakan dengan

poia rekrutmen PNS atau lcmbaga
-swasta lain, tf:tap1 harus didasan juga
dan's sa_ngat penang, yaltu éczc!egrou;ed '.
pelamar arau bahkan yang ditunjuk. =
Ini penting sekali untuk penyelamar-
“an informasi yang sed:ing dlpegang-”f""'
h i, agar t-
dak dibocorkan kcpada plhak yang
tidak bcrkepcntmgan terlebih lag1_
pihak lawan, Untuk ini pula perlu

nya atau’ bahka_n setel

dibentuk suatu acuan dan sanksi bag1
peiakunya (msan 1nteh}cn) '

Kcnga, fungsi analisis - y'ang juga me-
rupakan masalah yang penting yairu
analis 1ntelxjen menggunakan infor-
masi yang diperoleh dengan ketiga
metode pengumpulan, menggabung-
kan dengan informasi yang dipero-
leh dari sumber terbuka dan meng-
hasilkan suatu analisis intelijen. Pe-
nguasaan untuk melakukan analisis

adalah sangar mutlak diperlukan oleh

seorang agen intelijen, untuk ini.

maka dalam suatu tujuan restrukeo-
risasi dan reviralisasi, harus dilakukan
suatu bentuk pendidikan dan pela-
tihan secara ilmiah yang berstandar
internasional dan sekaligus disinkron-
kan dengan pola-pola aksi yang dila-
kukan oleh siapa pun yang mengan-
cam keutuhan NKRI.

Selanjutnya keempat, tentang kegi-




__'atan terselubung, pada umumnya-

'.d1art1kan"'sebaga1 suatu upaya ‘untuk
;mempengaruhl kond151 atau; sztuaﬁ

w -poimk ekonoml keamanan dan mi-
__hter:_ch mana peran sponsor udak a,kan .

_}tuan tekms aray dan Iogzsuk terha~
dap. kepada sasaran untuk . menga{am
masalah yang- dihadapi sasaran atau
tmdakan yang diambil untuk menga
mengencam kepen_tmgan negara K‘fﬁ‘
giatan tersebut sebagai pelengkap
tambahan yang sejalan dengan lang-
kah ‘terbuka (misalnya diplomatik,
atau kegiatan militer). Kegiaran ter-
sebut dapat dijalankan hanya untuk
mendukung pencapaian sasaran ke-
bijakan dengan kegiaran “yang tidak
dapat -diindetifikasikan,” sedangkan
t_eni_a_n_g pertanggungjawaban untuk
melaksanakan kegiatan terselubung
terletak pada kepentingan yang mem-
pengaruhi keamanan. Badan intelijen
diberikan wewenang secara khusus
untuk melaksanakan kegiaran terse-
lubung, yang secara legal diberi we-
wenang oleh Undang-Undang, mes-
kipun departemen dan badan lain
mungkin juga diarahkan untuk me-
nangani atau mendukung kegiatan

tcrseiubung sesual wewenang dan
ﬂtanggung Jawab yang ¢ ‘diberikan. Se-
~lain itu ada j juga: fungsi kontra inre-- P
:iljen berkaltan dcngan kepentingan'; i
rnehndungl negara maupun badanin- -
.tehjen dari- keglatan badan intelijen
.asmg, aksi- yang mengarah pada kea-

" “manan’ _dan_ke_utuhan negara, sabo- .
. ta',s_«%:_,-;_.ﬁ:.jj_fégoz_iéme dan sepratisme. Ba-
dan intelijen mempunyai tanggung -

jawab untuk mengkonter kegiatan

-badan mteh]en asing .dalam rangka
:mehndungl informasi rahasia dan

informasi yang dimiliki instansi la-
innya. Badan intelijen juga bertang-
gung jawab untuk mempengkoor-
dinasikan kegiatan kontra intelijen di
luar negeri. Setiap departemen ter-
kair juga mempunyai unsur kontra
intelijen yang mengadakan kegiatan
di dalam institusi masing-masing di
dalam negeri. Kontra intelijen seba-
gai suatu fungsi intelijen banyak
melakukan kegiatan di samping de-
teksi dan memonitoring badan inte-
lijen asing, juga melakukan investi-
gasi sasaran yang dicurigai melaku-
kan kegiatan mata-mata (spionase),
subversi, terorisme, sabotase dan
kegaitan bawah tanah yang berkait-
an dengan separatisme, kekerasan
politik dan konflik horizontal. Kon-
tra intelijen juga merupakan suatu
bagian integral dari proses intelijen
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(pcnyichkan) Semua badan yang me-
* lakukan pengumpulaﬁ mfozmam, apa—_ b
ﬁ_.:le:dakan bom dan aksi- ‘separatism
‘meinicu saling. mdmg tentang inteli-
“jen:mana yang paling- bertanggung .
e agaby Seperti‘kita kerahui tcs:dapat:'fj”_”

- :bebempa otoritas mteh;en yang ber—"._-:___ |
~+ada di Indonesia, yaitu BIN atau in-

. ':kah melaim sasaran manusia-atan

K -tekmk harus Terus. “diawasi untuk

'__menvetahui apakah yang mcrcka

"kmnpulkan_ it asii

C Pcmmgnya RUU Intch}en

Untuk menghadapi bcrbagai ancam-
an’ dan keamapan terhadap serta ke-
utuhan NKRI maka penting untuk
dikaji 'betapa. kehadiran suatu undang-
“undang yang mengatur tentang Inte-
lijen di Indonesia, sangat diperlukan,
Paling - tidak “untuk -mewnjudkan
fungsi dan kewenangan Trelijen seperi
dinyatakan dalam paregraph C di atas,
akan sangat sulit apabila tidak di-
bingkai dengan suatu frame undang-
undang tentang Intelijen nasional In-
donesia. Gagasan untuk segera mem-
punyai Undang Undang Intelijen su-
dah muncul beberapa wakeu, bahkan
pada tahun 2004, pernah diusulkan
dalam suatu seminar yang diseleng-
garakan oleh Yayasan Info untuk se-
gera menyempurnakan draft RUU
Intelijen Negara yang sudah dirumus-
kan pada wakeu iru, Terlebih lagi
setelah ada Undang Undang Nomor
15. Tahun 2003 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Terorisme yang

'i;ﬁpééia' gasal 26 éyat (1)adanya pem-
laian bshwa terjadmya beberapa pc-':-

_-tf:h;en lain misalnya mtch}cn Kepo-
disian, __Ke}a_ksaan, TNI, Bea cukai___:
atau intelijen Keimigrasian. Selain it

bahkan adanya saling tuding intelijen-
kah atau polisikah yang bersalah.

Terlepas bahwa apabila hasil analisis

tepat, cepat dan akurat yang berhasil
disajikan; ridak mungkin disampai-
kan intelijen kepada publik (karena
mengingat sifar yang melekat pada
jiwa, dan keberadaan fungsi penyeli-
dikan yang terselubung), ‘tetap saja
ketika gagal intelijen akan segera
menual penilaian yang sangar burnk

bahkan menjadi kambing hitam azas

terjadinya tragedi kemanusiaan yang.

tercipta karena aksi terorisme dan
separatistne khususnya.

Dari sekian ancaman yang ada, di-
pandang perlu untuk menambah ke-
wenangan pada BIN berkaitan dengan
isu separatisme dan terorisme, yang
saat ini nyata-nyata di depan mara.
Dalam menghadapi kedua ancaman
tersebut masalah yang mengemuka




JURNAL GG BULAGUSTUS 27 N 1s

= ad

_ _.:-_.':-wenangan khusus. berkaltan_ dengan
: penangkapan dan penahanan dalam

o .rangka interogasi (penyehd1kan) tet-

_-'chguncang aks; teronsme dan isu:

‘separatisme . dlbandmgkan sebelum-
nya. Kondisi atau keadaan tldak bisa
lagi dikatakan aman, setiap saat kita
dihantui oleh. kerakutan akan adanya
bom yang dapat memporakporan—
dakan segala sesuatu yang ada di se-
kitar bom tersebut meledak. Selain
itu yang ‘sangat- memprihatinkan a-
dalah -:-.bz_l_hw_a_';.kc)_r_ban.lyé.’ng Jatuh se-
ring: justru :mayarakat yang tidak
berdosa yang tidak ada hubungannya
dengan target dan pclaku

alam rangka pengungkapan jaring-
an t_c:onsmc, polisi memerlukan ban-
tuan-intelijen -dan ini tidak bisa di-
pungkiri. Informasi intelijen: sangat
membantu untuk mengungkap dan
menangkap guna kepentingan meng-
interogasi pelaku terorisme. Hal ini
sebenarnya sangat wajar saja, meng-
ingat hampir di seluruh dunia, tero-
risme dihadapi oleh tentara dan in-
telijen, bukan polisi seperti di Indo-
nesia. !0 . Kebutuhan akan bantuan

p_entmonya 'mcmbenkan ke-f_'-

;:-mtch}cn dalarn pengungkapan tero-'._ .
"rlsme sebcnamya sudah d;fasﬂxtas:m_"_"
‘arau ada mekamsmcnya, yaitu dengan - o
"_:-.'pengamran UU Pemberantasan Tin-
-hadap_seseorang yang dlduga terhbat_:_ dak Pidana Terorisme No.15 Tahun

C - 2003 pada Pasal 26 Namun demim':_'_ S
i kian seperti telah kita sama-sama keo
':.'f’:’:-tahui bahwa pendekatan pohsx dan
1ntehjen dalam pcngungkapan peia—_' :
ku terorisme adalah sangat berbeéa_'

dalam artian bahwa polisi bertindak

secara : responsif (repressive), sedang— _

kan intelijen bersifat-preventif. Poli-
si bertindak serelah bom meledak, dan
mengkonsentrasikan diri pada Tem-

pat Kejadian Perkara (TKP), sehing-
ga kadang-kadang tidak bisa lagi

melhat kaitan antara bom satu dan
rentetan yang lain. Sedangkan inteli-
jen bekerja secara preventif dan da-
lam fungsi melaksanakan diteksi dini,
dengan ditandai mengamati gerak-
gerik orang-orang yang dicurigai jauh
sebelum bom meledak. Maka untuk
mengefektifkan ketentuan Pasal 26
tersebut, tanpa memberikan wewe-
nang penagkapan dan penahanan un-
tuk penyelidikan, amanat Pasl ini
akan sia-sia. Sama halnya dengan
polisi sesuai dengan terjamin hak asasi
manusia ketika menangkap arau

10 Tjipta Lesmana, opini dalam Sinar Ha-
rapan, edisi 15 /09/2004.
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y mcnggeiedah harusada surat penangﬂ
-_:5kapan tetap1 dalam hal te:tenm yai-

tu kerika tertangkap tangan, penang-
: .'_'kapa.n dan penggcledahan bisa dila-

-kukan serta mcrta ‘baru: kemudian

""""_“_'dzsusuikan surat. penangkapannya B
- Tentunya masalah ini juga bisa seba--

o ogal pembandmg keadaan yang ham-
 pir setara. uniuk dibcmkannya kewe—
_rnangan tersebut kepada BIN.

Namun demxiaan ada keterbatasa_n in-
telijen yaitu bahwa  informasinya
hanya' diberikan kepada polisi sete-
lah melalui suatu peradilan khusus
dan ironisnya pula, temuan tersebut
tidak jarang harus diperdalam oleh
polisi-untuk segera dilakukan inte-
rogasi. ‘Tentu saja keadaan ini sangat
rentan untuk kehilangan momen pe-
nangkapan atau bahkan bom kebura
meledak. Kendala itulzh yang kini kita
hadapi yaitu apakah kita akan berdi-
am diri dengan kungkungan peraturan
perundangan yang sedemikian rupa
atau ‘apakah kita. menginginkan agar
para-pelaku terrorisme bisa segera
ditangkap dan keamanan serta kea-
daan akan segera terkendali dan ma-
syarakat tidak selalu dirisaukan rasa
ketakutan akan terjadinya serangan
bom yang tidak pandang bulu rerse-

bur.

-;:Berkaztan dengan. Wacana kewena_ngm__"f
an pemgkapan dan. penahanan, tenti; -
perlu juga kajian yang panjang dan
‘mendalam tentang ke.ltannya dengan _'
_-1su HAM ]angan serta merta meno-—'

ka;xan bc::ka_ztan dengan cost t and 17@;1-—":_'_'
efit principle-dari segala suduc pan—_"':
dang dengan diperbandingkan pada

keselamatan ‘dan keamanan seluruh .

warga negara. Penclakan memang bisa
dimengerti karena image masyarakar
terhadap personifikasi BIN di masa
lalu adalah sangat tidak proporsio-
nal. BIN identik dengan pola mili-
teristik,” penangkapan yang semena-
meng, dan juga institusi yang dengan
mudahnya dalam menghilangkan war-
ga negara yang diperkirakan terlibat
aksi-aksi yang mengganggu kestabili-
tasan dan keutuhan negara. Profil
seperti itu memang harus dihilang-
kan dengan melakukan revitalisasi,
restrukturisasi dan dinamisasi yang
selaras dengan kebutuhan dan kecen-
derungan internasional yang rerben-
tang di hadapan kita.

Pro dan kontra tentang penangkap-
an dan penahanan yang dikaitkan
dengan kekhawatiran terlanggarnya
HAM masyarakar antara lain dari
yang kontra menyatzkan bahwa BIN
hanya bisa melakukan pengumpulan




'yancr pro menilai bahwa. kewenangan N

untuk-;---mclakukan penangkapan dan

- ."Penah T an oleh BIN dlﬂﬁggap SEba".-i.

‘-"’Ell

membuat kekacauan di masyarakat o
Dalam hai kewenancan BIN: tersebut_

bisa - saja dilakukan asal dxlakukan
sepanjang _d1d_ukung oleh anlisis yang
benar dan akurat sér'ta. dengan didu-
kung buktl—bukti yang kuat. Namun
ada }uga yang- mcnyatakan bahwa
masalah ini sebaiknya dikembalikan
pada masyarakat saja, dengan -dikait-
kan fakea bahwa sudah sedemikian
banyak masyarakat-tak -berdosa jadi
korban, hanya karena tidak tersedia-
nnya informasi dini yang akurar dan
cepat.h o ik e :

Berkaitan dengan isu:HAM maka
perlu kita kaji- lebih mendalam ten-
tang HAM bagaimana yang nilainya
sesuai dengan falsafah, nilai dan ke-
butuhan serta cocok bagi Indonesia
walaupun demikian tetap memegang
prinsip dasar nilai hakikat perlindung-
an HAM bagi setiap insan. Sampai
saat ini masih belum ada kesamaan
pandangan tentang HAM yang ba-
gaimana yang paling cocok bagi In-

._data _dan_ menganahsxsnya umuk ke»_:
lian diserahkan kepada Premden

atau llapa'r”at kepohslan Sedangkan.'-z

unci: p dan pencegah_
B anca.m _'_f;oleh plhak-plha_k yang ingin

;donesxa Mamh ada sxlang pendapat__:'_'-_':
antara 31fat universai dan uniform .
'dalam arti ‘bahwa' terdapat paradlg—: o
‘ma yang berbeda antara HAM Barat -
‘dan-Indonesia. Selain itu apakah -
-mcncakup semuanya yang dlpersama—'
kan dengan HAM Barat dan berlaky
tanpa kecuali; apakah ada: ruangan;"".":'.
-untuk memperhltunwkan miai terten—_': '
tu yang -ada. pada : masing-masing

negara scbaga; suatu ciri:karakreris-

tik negara tersebut. Di samping itu

perlu-pula: dipertimbangkan suaru
sudur pandang yang tidak sama-me-
ngenai prioritas hak-hak yang dimi-

liki oleh warganya. Misalnya bagi pe-

mahaman Barat menekankan hak si-
pil dan politik, sedang bagi Indone-

sia di-samping hak-hak itu juga me-

lindungi hak ekonomi dan budaya

dan saling menunjang di antara hak-

hak rtersebur.

Sebagai bandingan bahwa konsep
HAM yang dianut Indonesia pada
mulanya cenderung bersifat theolo-
gies, filsafati, ideologis atau moralis
namun bersamaan dengan kemajuan
berbangsa dan bernegara dalam kon-
teks modern maka mulai ada peru-
bahan ke arah bersifat yuridis dan
politis karena instrumen internasio-
nal dikembangkan sebagai bagian yang
menyeluruh dalam hukom internasio-
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o ..nal %)azk yang tertulls maupun yang
 tidak tertulis. Seda_ngkan bentuknya

: _bxsa berupa dekla;asx, konven31, ko-

' 33vcnan, rcsolu51 maupun ge;zeml com-

ment, yang s;fatnya bisa mengkat se-

U cara yurldis maupun secara moral ‘saja

: mesiapun negara tersebut. belum me-

' "‘-rauﬁkasmya Namun denniuem halita

 tidak secara upiversal: Misal bagi In-
donesia akan disesuaikan dengan bu-
daya bangsa dan masyarakat Indone-
sia yang berdasar pada Pancasila dan
UUD 1945 dan juga berkaitan de-
ngan falsafah, dokirin dan wawasan
bangsa secara individu maupun ko-
lektif kehidupan masyarakat yang
berdasar pada asas kekeluargaan, de-
ngan tidak mengenal secara prag-
mentasi moral sipil, moral komunal
maupun moralitas institusional na-
mun secara proporsional dan saling
menunjuang. Ini hanya sebagai ba-
han untuk dikaji apakah perlu me-
rumuskan HAM dalam undang-un-

dang ini. 1!

Namun demikian memang dalam hal
kewenangan penangkapan dan pena-
hanan tetap harus dipertimbangkan

11 Disarikan dan dikomentari dari penda-
pat Slamet Marta Wardaya, Firdaus dan
Suwandi dalam “ Hak Asas Manusia, ban-
dung: aditama, cet 1, 2003, hal. 3- 59.

: dengan isu hak-hak - mpsl yang meng-'_- o
acu pada sejauh manakah terjamin- :
nya due process of law, hak atas kebe-
‘basan dan hak-hak :e:sa,ngka karena
‘bagaimana pun masih ﬁérlu argumen- -
tasiiatas: pembenaran dan perlunya
'-kewenangan tersebut, karena penang-._'_j_
kapan secara: arblteur merupakan pc{__'.
langgaran berat tethadap martabat ke- -
manusiaan. Fokus internasional (Uni-

ted Nations) tidak hanya terhadap
pada mereka yang memang opposant
politik, tetapi juga yang merupakan

orang-orang lain yang menjadi kor-

ban penangkapan sewenang-wenang,
termasuk perlakuan yang tidak ma-
nusiawi di tempat penahanan. Mung-
kin int harus diperhatikan dan dia-
tur secara jelas batas-batasnya sehingga
benar-benar tidak melanggar HAM.

Selanjutnya perlu dikaji tentang pe-
mahaman atas kebebasan HAM bu-
kanlah hak yang seluas-luasnya teta-
pi juga dibatasi oleh terjaminnya hak
asasi orang lain. Artinya bahwa hak
asasi bukan tanpa batas, tetapi ada
batas yaitu tentang apa yang sebe-
narnya merupakan kewajiban bagi
manusia untuk menjamin hak crang
lain, terlepas masih ada pro kontra
tentang hak asasi juga dibarengi de-
ngan “kewajiban asasi”, namun de-

ngan tidak ingin terjebak pada per-




pengaturan yang jcias untuk kewew.'-'._.
nangan BIN. dalam penangkap dan-f-:_"- o
: _"':_-':penahanan seseorang yan"*zdxdugaf:"
ﬁ-__terhbat aksi- ‘terorisme, dengan. tetap?:'-' N
' -'_-_.rnenjunjung tinggi hak—-hak 51p11 B

Dalam keadaan tertenm d1 manane-

penyerahan sebagian dari hak hak
ra_kyat kepada negara: untuk terjamin-

nya’ kctertiban dankeamanan seba—E

gian : terbesar masyarakatnya Misal-
nya sa}a ketika rakyat: menyerahkan
kepada negara | hak negara untuk me-
midana dalam kzutannya ius paemendz
yang dlsandmgkan dengan fus poenale,
jelas sckali bahwa dalam _ra_ngka un-
tuk mewujudkan suatu keadilan dan
efek jera atas pelaku yang telah me-
langgar rambu-rambu tertentu . (da-
lam hal ini tindak pidana). maka
masyarakat menyerahkan sepenuhnya
untuk pelaksanaan pemidanaan kepada
negara .yang notabene penerapan ini
adalah hak memberikan legetimasi
penerapan pelanggaran HAM terha-
dap manusia yang telah secara sah
dinyatakan sebagai pelaku rtindak
pidana.

Tampaknya kita harus merenungkan
kembali berapa pentingnya suatu

:. .'gara sedang tercekam_ dalam ketakut-«z-i:? e

an akan ba_hya yang mcnganca_m ke— i
_ elen i ""utuhan NKRI bahkan }uga ancaman il
o haklkat' yahg melekat yaltu tentang -_lpendentaan yang akan ter(:ipta kare»é
‘na aksi terorisme yang harus diupa-.
| yakan secara. sungguh-sungguh me-

'merangi terorime, maka pcrlu dzper—._'

tlmbangkan kerelalan masyarakar un-

tuk menyerahkan sebagian haknya

demi terjaminnya hak sebagian ter-

besar masyarakat. Berhadapan dengan.

kepentingan. yang lebih besar yaitu

keamanan dan hak hidup masyara-

kat;ya__ng-Iebih-luas_.yang juga dija-

min oleh HAM, maka. pro dan kon-:
tra tentang pelanggaran HAM sebe-.

narnya juga akan dapat dijawab bah-

wa di banyak negara pada umumnya-

masyarakat bisa menerima bahwa
hak-hak sipil mereka sebagian ter-
gangou oleh mekanisme kerja aparat

termasuk dalam hal ini intelijen.1?

Selain itu pentingnya Undang-Undang
Intelijen untuk mengatur mengenai
koordinasi antara berbagai intelijen

12 Thbid.




e Yang ada ch Indonesza dalam rangka’_- : : Fere
. : Pengungkapan berb"gai ancama_n tel'-”. A :
.:.hadap kearnanan negara Ha_l nu Se’.._ . PR
: '_kallgus untuk rnenghmdam udak ter«:' arta: Mannaz
aksi sahng tuduh_ e .

' _ulangnya kembali

it terorime dan separatismc Memang_. - Sap
"-:fiml tidak mudah karena iklim yang:'_ -
terjadi selama ini adalah penonjolan' .
o 'ego seltoral antara instansi, Kalau ini
yang ada ‘maka tentusaja para’ pela-'-
ku atau‘orang yang potensxal sebagai

peiaku__ akan sangat ‘senang, bahkan

kelemahan iniakan djmanfaatkanoleh

intelijen asing. Pentingnya saru ko-
ordinasi. yang solit ini pun dilaku-

kan Amerika serelah terjadi peledak-

an bom WTC dan Pentagon dan hasil

penyelidikan ‘intelijen AS yang ter-

nyata salah tentang adanya senjata pe-
musnahan massal milik Trak. Presi-
den ‘Amerika pada akhir Juni 2005
mengubah strukeur intelijennnya de-
ngan “National Security Service yang
infinya agar operasi’ penangannan
terorisme ‘ditangani secara- menyelu-
rub (15 badan Intelijen AS) ‘dan
berada dalam koordinasi di bawah
pimpinan satu orang, yaitu john
Negroponte. O
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